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SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota
Binjai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Binjai tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakBumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999Penyelenggaraan Negara yang Bersih

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

tentang
dan Bebas dari

5. Undang



1 Tahun 2004 tentang5. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dean Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4570);

Nomor 4416)

Nomor

13. Peraturan



13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tantang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibahkepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pengelolaan Keuangan DaerahPedomantentang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No,or 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

24. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.

WALIKOTAMenetapkan : PERATURAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai
berikut:
1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan

Rp. 68.707.990.183,40
Rp. 592.386.608.116,00
Rp. 148.597.722.117.33
Rp. 809.692.320.416,73

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 455.895.307.386,58
Rp. 16.308.888.000,00
Rp. 3.345.500.000,00
Rp. 500.000,000,00
Rp. 476.049.695.386,58

Rp. 40.017.412.000,00
Rp. 179.162.896.467,79
Rp. 207.486.026.423.00
Rp. 426.666.334.890.79

Defisit (Rp. 93.023.709.860,64)
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan

Rp. 96.620.049.860,64
Rp. 3.596.340.000.00
Rp. 93.023.709.860.64

Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantumdalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebihdalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
lanjut

Pasal 4



Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai.
pada tanggal 4 Maret 2014
WALIKOTA BINJAI,

ttd.

MUHAMMAD IDAHAM
Diundangkan di Binjai
pada tanggal 4 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd.

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2014 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SECRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI,

ttd.

SALMADENI
NIP. 19710331 199803 2 003


